
2. Undang·undang Nomor 33 Tahon 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republ;k Indonesia Nornor 4438): 

"'\bang : a. bahwa dalam rangka mernantapkan pelaksanaan tugas dan 
rungsi organisas1 pe,angkat daerah d; Lingku.ngan Pcmerintah 
Kabupaten Bekasi. perlu diatur Tata Hubungan Kerja Organisasi 

Perangkat Daerah; 
b. bahwa sehubungan dengan telah di tetapkannnya Peraturan 

Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

Organisasi Perangkat Oaerah Kabupaten Bekasi. Tata Ke~a 

Organisasl Perangkat Daerah yang semula telah ditetapkan 
melalui Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 pertu ditinjau 

dan disesuaikan kembali: 
c. bahwa atas dasar pert,moangan sabaga,mana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b di atas. maka Tata Hubungan Kerja 
Organisasi Perangkat Oaerah tersebut perlu ditetapkan kembah 

dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang,Undang Nomor 14 Tanun 1950 tentaoQ PemerlntallaO 
Daerah Kabupaten Datam Ungkungan Jawa Barat (Senta Negara 

Repubhk Indonesia Tahun 1950); 

lengingal 

TATA HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

TENT ANG 

NOMOR s 'l'.lrnl 2015 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



(Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Noma, 6). 
Ka bu paten Pemerintahan Urusan tentang 

10. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 

9. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Hubungan Karja Organisasi Perang1<at Daerah Oalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah: 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 !entang 

OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran 
!'legara Nomor 4741): 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provins! clan Pemerintahan Oaerah Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndones,a Nomor 4737); 

6. Peraturen Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembmaan clan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Aepublik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Aepublik Indonesia 
Nomor 4593); 

s. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Oaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipij 

Negara (Lembaran Negara Republik lndone.sia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Negara Nomor 5494); 

3. Undanq-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembarao Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan lembaran Negara 
Nomor 5234): 



11m Peraturan Daerah lni yang dimaksucl dengan : 
Pemerintah Oaerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

_ &pati adafah Bupati Bekasi. 
Sekretaris Oaerah adalah Sekretans Oaerah Kabupaten Bel<asi. 
Perangkat Oaerah adalah unsur pembantu kspala daerah datam penyelenggaraan 
oemerintahan daerah yang terd1ri dari Sekretanat Oaerah. Sekretariat OPAD, Oinas 

Oaerah. Lembaga T eknis Dae rah. Lembaga Lain. Kecamatan dan Keturahan. 
- Sekretariat Daerah adatah unsur pembanru pimpinan daeran yang mempunyai 

tugas dibidang pemerintahan. organisasi dan tatalaksana serta petayanan 
administrasl kepada perangkat daerah mehputi pengkoordinasian perumusan 

kebijakan pemerintah daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan 
pelayanan adminlstrasi serta pengelolaan sumber daya aparatur. keuangan. 

prasarana can sarana Pemerintah Oaerah. 
ssxretanat DPRD adalah unsur pelayanan OPRD dalam menyelenggarakan tugas. 

wewenang, hak dan kewajiban DPRD. 
- O,nas Daerah aoaian unsur pelaksana kebljakan pemerin1ah daerah kabopaten 

yang mengelola kewenangan yang d1m1liki oleh daerah l<abupalen can kewenangan 
yang dillmpahkan Pemerintah kepada Bupah dan tertanggung jawab kepaaa 

Bupali melalui Sekrelaris Daerah. 
Lembaga Teknis Oaerah adalah unsur pendukung pemenntah daerah yang 

mempunyai lugas merumuskan kebijakan teknis dan melai<sanakan kewenangan 
tertentu Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan daerah serta 

kewenangan lainnya melipub perumusan kebijakan tei<nls dan layanan penunjang. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

~pkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG TATA HUBUNGAN 
KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI UNGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI. 

MEMUTUSKAN : 

11. Peraturan Daerah Kaouparen Sekas1 Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Organi.sasi Perangl<at Daerah Kabupaten 
Sekasi (Lembaran Oaerah Kabupaten Sekasi Tahun 2014 

Nomor8). 



i'Jngsi Tata Hubungan Ke~a. ya,tu: 
.. acuan bagl unit organlsasl dalam melaksanakan nurungan kel}a yang mefiputi 

hubungan koorclnast, karjasarna. pembinaan can pengawasan; 
dasar penyusunan perencanaan program dan kegiatan unit organisasi perangkat 

dasrah; 

Pase14 

- .san Tara Hubungan Kerja, yartu: 

mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi: 

meningkatl<an soliclttas dan sinergilas pelal<sanaan tJQas po1<o1< dan lungs, OrganiSaSI 
Perangkat Daerah; • 

meningkatkan kinetja Organisasi Peraogkat Oaerah: 
meningj<atkan etesiensi dan etektivitas pelayanarL 

Pasal3 

· .-woungan Ker)a dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Unit Organisasi dalam 

..sanakan hubungan karja Orgamsasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerinlah 

~ten Bekasl. 

BABU 
MAKSUO, TUJUAN DAN FUNGSI SERTA RUANG LtNGKUP 

Pasal2 

~en adalah asisten dt lingkungan Sekre1anar Oaerall. 

s:a· Ahli adaian Slat ahli sebaga, perangkat oaerah di lingkungan Pemerinrah 
KJJtJupaten Bekasc 
Kecamalan adafah wilayall kerja carnal sebagal perangkat <1ae,ah Kabu,,,.ren 

6,>llaSJ. 
!i.2'.Jrahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Koia 

,n wdayah ker!a Kecamatan. 
- ...:,ungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah 

· -ig membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka opttmalisasl hasil kerja -= Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerJa antar perangkat daerah 
ca;am bentuk pola hubungan ker)a dan koordinasi yang bersilat lungsional. 
& ...,,rustrasi operasional dan teknis operasional. 



unit organisasl terkait: 
e Solid, yaitu pelaksanaan hubungan kerja harus mewujudkan hubungan 

organisasi yang kokon, kuat dan terpadu dalam menjalankan tugas pokOk dan 
fungsi dengan berpedoman kspada prinsip tujuan. pnnsip spes,alisasi. orins,p 

koordinasi. prinsip kewenangan. pllnslp tanggungjawab. prinsip korespondensi. 
jenjang pengawasan. kemampuan pengetahuan dan keterampilan pegawai: 

f. Sinergi, yaitu pelaksanaan hubungan kerja harus be<Sinergi dalam kete1<a11an 

antar fungsi danlatau kesamaan fungsi, memanfaalkan sumber daya 
besaranlherarki organisasi, pengalaman dan peran pemimpin, 

, Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana d,maksud pad a ayat (1 ). berpedoman 
pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi unit organisasi perangkat daerah 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kuahtas. yaitu pelaksanaan hubungan kerja d~akukan berdasarkan pada 

kualilas hasiVoutput, manfaat dan dampak positit: 
Orientasi proses dan hasil. yaitu pelaksanaan hubungan kerja dilakukan 

berdasarkan orlentasi proses dan hasil; 
d Harmonis, yaitu pelaksanaan hubungan kerja dilakul<an secara selaras antar 

" 

"!!laksanaan hubungan kerja, didasarkan pada asas-asas : 
;. lnlensitas, yaitu petaxsanaan hubungan kerja dilakukan berdasarkan 

kepatuhan kepada waktulfrekuens1: 

BAB Ill 

ASAS DAN POLA HUBUNGAN KERJA 
Bagian Kesatu 

Asas Hubungan Kerja 
Pasal 6 

t,ng,wp Tata Hubungan Kerja digunakan di setiap Unit Organisasi 
~ Pemerintah Kabupaten Bekasi datam melaksanakan hubungan keria 

rczc r.ooungan koordlnasi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan. 

llfat l:!U•b<•r,J dan °va1ua5, dalam pstaksanaan program can kegaatan unit 

,;r,;ansas• perang.al daerah. 

Pasaf 5 



Hubungan kelja koleg\al sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hurut O 
dimaksudkan untuk: 

a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan datam melaksanakan beban 
kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinetja; dan 

b. mengembangkan semangat kebersarnaan dan mengontrol otoritafianisme 

struktural yang umumnya berkemban{l 1atam hubungan struktural yang 

cenderung terpusat. 

2• Hubungan kerja kolegial dapat dl!akukan dengan mengutamakan musyawarah dan 

tanggung jawab bersama. 

Pasal 9 

"llt>ungan kerja konsul!aiif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a 

aanaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan OJgas <Ian fungsi 

sesuai dengan wewenang organisasi peran{lkat daeran masing-masing. 

,,tut,ungan kerJa konsuttalif dilakukan melafui kegiatan antara lain: 

.a Perencanaan: 

o Perumusan kebijakan; 

c pemutakhiran; dan 

d. penyelesaian tugas dan fungs1. 
Hubungan kerja konsul!atif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) d1lakukan dengan 

retap memperhatikan hubungan struktural secara berjenjang. 

Passi 8 

"o a hubungan keqa antar organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan 

i:,gas. fungsl. dan wewenang d,laksanakan melalui hubungan kerja yang melipuli : 

a Hubungan kerja konsullalif; 

Hubungan kerja kolegial: 

- Hubungan kerja fungsional: 

_ Hubungan kerja strukturat; dan 

e. Hubungan kerja koordinatil. 
Pelal<sanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatil<an 

,a!ert>ukaan. akuntabilitas, protessonahtas, dan keterpaduan. 

Bagian Kedua 

Pola H ubungan Kerja 

Pasal7 



-.Alungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hun.d e 
·:aiara lain: 

Koordinasi hierarki (inter sektoral) yang dilaksanakan dalam untt orgamsasi oleh 
pemimpin di bawahanya: 

Pasal13 

--lubungan kerja koordinalif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e 
dlmaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan 

menumbuhkembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam 
penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang 

019anisasi perangkal daerah masing-masing. 
"'lubungan kerja koord,nahf sebaga,mana d,meksud pada ayal (1) dilaksanakan 
dengan sarana yang menjamin kslancaran, kemudahan, efekltfitas. dan efislensi. 

' ttubungan koordinatff sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difa,<sanakan untuk 
menghindan tumpang findih atau duphkasl program dan keg.Iatan secara 

substansial. dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar perangl<at 

daerah. 

Pasal12 

t-.Jbungan kerja struktural sebagaimana d,maksud datam Pasal 7 ayat (1) huruf d 

a.-naksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan 

·ao melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggungiawab • 

.......nungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tetap 
'"'E!mperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan 

..ewanang setiap unrt organisasi. 

Pasal11 

~.-ngan kerja fungsoonar sebaga,mana dlmaksvd catam Pasat 7 ayar (1) nuruf c 

_ -kan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam 

elaksanakan tugas dan fungsl sesuai dengan wewenang o,ganisasl perangkat 

daerah masing-masing. 
=ngan keDa iungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandlrtan 

ili'lam mstaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. 

Pasal10 



Untuk terselenqqaranya hubungan kerja sebaga,mana dimaksud dalam PasaJ 8 
ayat (1 ), setiap organisasi perangkat daerah dapat mengembangkal1 ststem 

lnformasi terpadu. terbuka, dan dapat diakses oleh P<Jblik. 
21 Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia. 

Pasal16 

-...oongan kerja koordinaht sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 
. ,!<sanakan untuk membahas kebijakal1 dan strategi yang ter1<att dengan 

_=encanaan. petaksanaan. pengawasan dan evatuasl. 

Pasal 15 

.o.,ngan kena koordinat~ sebagaimana dimaksud datam Pasat 12 meliputi: 
penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan peoornan dan aranan bagi 

semua instansi terkait; 

penetapan rencana strategls yang melibatkan semua instansi terkait; 
pengintegrasian rencana program dan berbagai lnstansi, lembaga. dan 
oiganisasi melalui raoat koordinasi: 
pembahasan berbagai hal yang perfu dil<onsultasikan dan d~angani bersama 
melalui temu konsultasi; 
pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai mstansi terkait untuk 

menangan, berbagai persoalan yang perlu d1pecahkan secara bersama: 
pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperfukan untuk menangani lungsi· 

lungsi koordtnasi pembinaan secara menyeluruh; 
penelitian dan pengembangan, pemantsuan dan evatuasi pelaksanaan program 

dan koordinasi petaksanaan program. 

Pasal14 

~~tan. 
-:oordinasi lnstansionaJ (multi sektoral). koordinas, yang dilaksanakan dengan 

"IS!ansi 1a,n yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional. 

><ooromasi fungs,onal {hntas sekloraJ) yang d1Jas1<anakan antara insians, dan sa1<1or 

oena,nan yang memiliki katerkaitan berdasarkan fungsinya dalam l)eiaksanaan 



1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Cesa; 

J. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana­ 

k. Badan Penanggutangan Bencana Daerah: 

I. Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik: 

m. Satuan Polisi Pamong Praja: 

n. Rumah Saklt Umum Daerah; 

o. Kecamatan, 

p. Kelurahan; 

2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan mengkoord'nasikan : 

a. Oinas Perhubungan; 

b. Dlnas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; 

:,:sang tugas aslsten sebagaimana yang dimaksud pada Pasat 17 ayat (1) dan ayat (2) 

~ ,put, : 
•.sisten Pemerintahan dan Kesejahleraan Rakyat, mengkoordinasil<an : 

a. Oinas Pendidikan; 

o. Dlnas Kependudukan dan Pencatalan Sipil; 

c. Dinas Sosial; 

d_ Oinas Kesehatan; 

e. O,nas Parlwisata, Budaya.Pemuda dan Olahraga: 

r o,nas Komunikasi dan lnformatika: 

g. Dinas Kebersihan dan Pertamanan: 

h. Dinas Pemadam Kebal<aran; 
' 

Pasal18 

Organisasl Perangl<at Daerah terdiri dart Sakretanat Oaerah, Sekretariat OPRD. 

o;nas Daerah, Lembaga Teknis Daerah. Lembaga Lain, Kecamalan dan Kelurahan 

mempunyat hubungan kerja vertil<al. diagonal dan hOrizontal datam pelakSanaan 

tugas pokok dan fungsi. 

Setiap pimpinan Organlsasi Perangkat Daerah harus metakSanakan tata hubungan 

keqa organisasi perangkal daerah sesuai dengan Peraturan Bupati ini dan 

oertanggungjawab kepada Sekrelaris Daerah metalut aststen sasuat dengan bielaog 

tugasnya masing-masing. 

BABIV 

TATA HUBUNGAN KERJA 

Pasal17 



. 
hubungan kerja Staf Ahfi dengan perangkat daerah lainya; 

~ hubungan kerja Sekretariat DPRD dengan perangkat daerah lainya: 

i hubungan kerja Dinas Daerah dengan Dinas Daerah lamya; 
O hubungan kerja Lembaga Teknis Daerah dengan perangkat daerah lainya: 

hubungan kerja Lembaga lainya dengan Perangkat Daerah lainya 
g hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah lainya: 

hubungan kerja Kelurahan dengan perangkat daerah lainya. 

H,.,bungan kerja antar Unij Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
"..sal 17 ayat (2), meliputi : 

hubungan karja Sekretanat Oaerah dengan perangkat daerah lainya; 

Pasal19 

e, o,nas Paternakan. Penkanan c!an Kelautan- 
c: Ulnas Bina Marga oan Pengelolaan Sumber Daya Alr: 

e txnes Tata Ruang dan Pennukiman: 

Dinas Tenaga Kerja; 
;i Oinas Perindusllian, Perdagangan, dan Pasar: 

Dinas Koperasi. usana Mikro. Kecil dan Menengah; 

01nas 6angunan; 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
Sadan Pelaksanaan, Penyuluhan, Pertanlan, Perikanan. Kehulanan dan 

Ketahanan Pangan; 
Badan Pengandalian Lingkungan Hidup. 

"'5lsten Administrasi Umum mengkoordinasikan : 
a lnspektorat: 

b Sekretariat DPRD; 
c Dinas PendapatanOaerah; 

d. Sadan Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah 
e Sadan Kepegawa,an Daerah; 
, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijlnan Terpadu: 

g Badan Arsip dan Perpustakaan Oaerah: 
h. Sekretariat Dewan Pengurus KORPAi Kabupaten 8ekasl. 



-oubungan kerj.:i Sekretariat DPRD dengan perangkat dasrah lalnnya sebagaimana 

;;,maksud pada Pasal 19 huruf c, antara lain : 
11 Sekretariat OPRD dalam membuat perencanaan kebijakan, program dan keg'.atan 

datam bidang administrasi kesekretariatan dan aparatur pemerintah daerah 

berkoordinas, dengan Sekretariat Daerah; 

Pasal22 

• 
• Hubungan kerja Stal Ahli dengan Staf Ahli lainnya bersifat kolegial. 

..cungan kerja Stal Ahli dengan perangkat daerah lainnya sebagaimana dimaksud 

;;.aaa Pasal 19 huruf b. anlara lain: 
Stal Ahli catarn petaxsanaen tugasnya secara admimslrafif dikoordinasikan oleh 

ssxretans Daerah: 
Staf Ahli dalam melaksanakan tugas penyusunan telaahan. pemberian pemikiran 
dan saran kebljakan sesuai bidang tugasnya secara fungsional berkoordinaSi 

dengan perangkat daerah terkait. 

Pasal 21 

~ ke~a $ekretatia1 Oaerah dengan perangkat daerah lamnya sebagaimana 

~ pada Pasal 19 hurul a, antara tam : 
Se,tetariat Daerah rnelaksanakan koordlnasi, pembinaan, pemantauan dan 

e ,iuasi oetaksanaan admlnlstrasi kesekretariatan dan aparatur pemerintahan 

oaeran terhadap seluruh perangkat daerah, baik secara hierari<is maupun secara 

"9Si0nal: 
SF«etariat Daerah metaksanakan koordinasi fungsional dalam perencanaan 

;,igramikegiatan tahunan kepada Badan Pe,encanaan Pembangunan Daerah. 
Se"1etanat Daerah memberikan pembinaan. pengkoordinasian, pemantauan <San 

- .·aluasl pstaksanaan kebijakan umumlteknis/spesifik, administrasi dan aparatur 

oemerintah daerah dalarn penyetenggaraan pemerlntahan daerah: 
Se~1etariat Oaerah menerirna taporan secara berkala maupun insidenlal dart 0111as 

..an Lembaga Teknis Oaerah dalam pstaksanaan kebijakan teknislspesifik. 

"'°m,n,strasi dan aparatur pemerintah daerah. 

Pasal 20 



-..c.Jngan kerja Dinas Daerah dengan perang'<at daerah lainnya sebagaimana 

-.aksud pada Pasal 19 huruf e, antara la,n : 
Lemhaga Teknis Daerah eatarn membuat perencanaan kebijaKan 

program/kegiatan bersifat tekn1slspasifik, administrasl dan aparatur pemenntall 
daerah, berkoordinasi dengan Sekretariat Oaerah: 

Lembaga Tekms Daerah dalam menyusun perencanaan 
kebljakanlprogramlkegiatan spesifik melak\Jkan koordinasi nmgs,onal dengan 

perangkat daerah yang terkail atau mempunya! fungsi same. 

Pasal24 

~ kerja Dmas Oae,ah dengan perangkat daerah lainnya sebagaimana 

:;::iJ.5v:l eaoa Pasal 19 huruf d, antara lain: 
..,,,s Oaerah dalam membuat perencanaan kebiJakan program/kegialan bersdal 

-illllSlspesdik, admlnis1rasi oao aparatur pemerintah oaeran, bert<oordinasi 

:..ngan SeKretariat Oaerah; 
D!ias Oaerah dalam perencanaan kebijakanlprogramikegiatan teknis 

'°"'lal<sanakan koordinasi fungsional dengan Sadan Perencanaan Pembangunan 

!laerah 
.>,nas Daerah dala.m rnstaksanakan kebijakanlprogramlkeg,atan bersilat 

..rnum/tekrns/spesifik, administrasi dan aparatur pemerintah daerah dalarn 
;ie.nyelengg:.araan pemerintahan. berkoordinast dengan Sekretariat oaerah; 

D oas Daerah dalam melaksar,akan kebiJakanlprogramlkegiatan teknis 

'Tlelaksanakan hubungan koordioas- fungsional dengan Lembaga Teknis Oaerah 

tang terkait atau mempunya, fungs, sarna, 
o,nas Oaerah datam menyusun perencanaan kebijakanlprogramlkegiatan tektlis 
melakukan koordinasi lungsional dengan Lembaga Teknis Oaerah yang terkatt 

atau mempunyai fur,gsi sama. 

Pasal 23 

Se· re,,mat OPRD ctalam mefaKSanakan tugas penyelenggaraan admontstrast 

,~se1<retanatan can acaratur pamanntah daerah berkoordmasi dan menyampaikan 

tworan pelaksanaannya kspaoa Sekretariat Oaerah. 



• 

Perencanaan Pembangunan Daerah. 
Lembaga Lain datam mstaksanakan kebijakanlp,ogramikeg,atan bersifat 

umumiteknis/spesifik, administrasi dan aparatur pemerintah oaeran oatam 

penyelengga,aan pemerintahan, bsrkoordmasi dengan Sekretariat oaerah: 
Lembaga lain dalam melaksanakan kebtiakanlprogramlkegiatan spesmk 

melaksanakan hubungan koordinasi fungsional dan instansional dengan Dinas 

Daerah yang ler'kail atau mempunyai fungsi sama. 

5 

:-t..,C,tJngan kel')a Lembaga Lain dengan perangkat daerah lainnya sebagaima~ 

---al<.SUd pada Pasal 19 huruf f. antara Ja,n : 
Lembaga Lain dalam membuat perencanaan kebijakan prograrn/kegiatan bersifat 

teknislspesifik, admlnistrasi dan apararur pemerintah daerah. berkoordinas, 

dengan Sekretariat Oaerah; 
Lembaga lain datam menyusun perencanaan kebijakanlprogramikegiatan spesifik 
meiakukan koordinas, fungsional dengan perangkat daerah yang terkaa atau 

mempunyal fungsi sama. 
Lembaga Lain dalam menyusun perencanaan kebiJakan/programlkegiatan spesmk 
melakukan hubungan kerla funsional dan koordinasi fungsional dengan Sadan 

• 

Pasal25 

Lembaga Tekrus Daerah di luar Badan Perencanaan PembangUJ1an oaerah datam 
menyusun perencanaan kebi1akanlprogramlkegiatan spesifik melakukan hubungan 
·~rja tuns1ona1 dan koordinasi tungsional dengan Badan Perencanaan 

F>embangunan Oaerah. 
_embaga Tekrus Oaerah dalam melaksanakan kebijakan/programlkeglatan 

oors,tat umumiteknis/spesitik, admlnistrasi dan aoaratur pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah; 
Lembaga Teknls Daerah datam rnetaksanakan kebi1akanlprogramlkeg1atan 
spes,fik melaksanakan hubungan koordinasi fungsional dan instansional dengan 

Oinas Oaerah yang terkait atau mempunyai lungs, sarna. 
lnspektorat Kabupaten dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

urusan pemerintahan metakukan hubungan kerja fungs1onal dan koordinasi 

fungsionat dengan perangkat daerah lainnya. 



-..i,ungan kerja Ke!urahan dengan peranqkat daerah lainnya S<lbagaimana dimakSJd 

:,ada Pasal 19 huruf h, antera lain : 

Pasal27 

Pasa126 

!lt,ICU",gan 1<er1a Kecamatan dengan pera:1gkat aaerah 1a1nnya sebagaimana dimaksud 

PasaJ 19 hurul g, antara Jain: 
oaiam rangka petaksaeaan hubungan kerja konsultatif. Perangkat Dae rah selain 
Keeamatan yang mempunyai progran dan kegiatan yang di!aksanakan di wila.yah 

K!=Camatan waj,b bsrkonsultasi oengan Carnal 
><utiungan kerja koordinatif dan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

.Jaksanakan sebaqai berikut: 
O,nas Daerah. Lembaga Teknis Daerah dan atau Lembaga lain yang 

mempunyai program dan kegiatan yang di!aksanakan di wilayah Kecamatan 

mernbe11kan informasi secara tertulis rencana pelaksanaan program dan 

~eg,atannya paling lambat pada butan ketiga dimulainya lahun anggaran: 

e Oinas Daerah. Lembaga Tekrns Daerah dan atau Lembaga lam yang 
mempunyai program dan kegiaian yang d,laksanakan di wilayah Kecamatan 

memberikan akses bagi Kecamatan untuk memberikan saran, masukan, dan 
bahan pertimbangan terhadap peraksanaan program dan keg,atannya; 

e Dmas Daerah. Lembaga TekJliS Daere~. dan atau Lembaga lain yang 
msrnpunvat program dan kegiata,1 yang ada di wilayah Kecamatan 
memfasilitasi dialog, pertemuan. dan forum koordinasi antara perangkat daerah 
yang bersangkutan dengan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan program 

dan kegiatannya. 
Carnat wajib melaporkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada 
Kepala Bappeda atas pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah Kefurahan 

yang sumber pendanaannya berasal dari lembaga non pemenntah darvatau 

negara asing da'arn rangka ll•;bo~ngan ke~a kooromasl hierarkis. 
, Dalam ha! di Kecamatan tstah dibaniuk UPT. Carnal mempunyai rungsi koordinasi 

dan pengendalian sedangkan secara lungsional keg,atan Oinas/Badan di 

Kecamatan dilaksanal<an oleh UPT. 
Hut>ungan kerja Kecamatan dengan Kecamatan lamnva oorsifal ko\09~ 



'ernbinaan dan pengawasan pelaksanaan tata hubungan kerja Organisasi Peraogkat 
'laerah dilakukan oleh Sekretaris Oaerah. 

BASV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal29 

- ,ia cara pelaksanaan hubungan kerja organisasi perangkat daerah sebagaimana 
Jmaksud pada Pasat 19 dijabarkan oaiam matriks tata hubongan keqa sebaga1mana 

""l:antum dalam lampiran Peraturan Bupati yang rnerupakan bagian yang tidal. 
"'P'Sahkan dari Psrafuran Bupati ini, 

Pasal28 

'Jalam rangka pelal<sanaan hubunqan ketia konsuieatd. Oinas Oaerah. Lembaga 

Tews oaeran dan atau Lembaga lato yang mempunyai program dan kegiatan 
,ang dilaksanakan di wilayah KelurahM wajib berkonsultasi dengan Lurah. 
'iubungan kerja konsunatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d,laksanakan 

-sebaga, berlkut: 
a Dmas Oaerah. Lembaga Teknis Oaerah dan atau Lembaga lain yang 

mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan 

memberikan informasi secara tertulls rencana pel.aksanaan program dan 

kegiatannya paling lambat pada bulan ketiga dimulainya tahun anggaran: 

b Oinas Oaerah. Lembaga Teknis Daerah dan atau Lembaga lain yang 
mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan 

rnemberlkan akses bagt Kelurahan untuk memberikan saran, masukan, dan 

banan pertimbangan ternadap pelaksanaan program dan keglatannya; 

c. Oinas Daerah, Lembaga Tekn,s Oaerah dan atau Lembaga lain yang 
mempunya, program dan kegiatan yang ada d, wilayah Kelurahan memfas,litasi 

dialog, pertemuan, dan forum koordinasi antara perangkat daerah yang 
bersanqkutan dengan Kecamatan dalam rangka petaksanaan p,ogram dan 

kegiatannya. 
Lurah wajib melaporkan kepada Sekretaris Daerah melalul Carnal dengan 

tembusan kepada Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah alas 
pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah t<elurahan yang sumber 

pendanaannya berasal dari lembaga non pemenntah danlatau negara asing 
dalam rangka hubungan kerja koordinasi hierarkis 
Hubungan kerja t<elurahan dengan Kelurahan la,nnya bsrsitat kotegial. 



,< / BUPATI BEKASt;,' 

Oltetapkan dJ Cikarang Pus.at 
pada tanggal 23 Pel:n::ui. 2015 

-~,uran ini mulai bsnaku pada tanggal diundangkan . 

.,., setlap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
-"'980 penemoatannya dalam Berlta Daerah Kabopaten Bekasi. 

Pasal 31 

-<al·hal yang belum cukup diatur datam Peraturaninisepanjaflg mengenai tekJus 

;,elaksanaannya akan diatur kemudian. 
Dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan lain yang mengatur hal·hal yang 

sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

BABVI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal30 

() ,1 Hj. 


